BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara yang sedang berkembang dan menganut politik demokrasi
perspektif aparat dalam memandang gejolak unjuk rasa yang diartikulasian
masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas kondisi yang
dianggap sebuah ketidakpuasan ditingkat bawah, hal ini tercermin dari telaah
kritis terhadap faktor-faktor awal substansial yang menjadi penyebab munculnya
aksi massa tersebut."

Sejalan dengan bergulirnya reformasi di negara kita beberapa tahun silam
merupakan awal semangat demokrasi digunakan sebagai alasan untuk berbuat
maupun bertindak demi tercapainya suatu keinginan dan penyampaian aspirasi
yang sekian lama terpendam dan tidak tersampaikan oleh masyarakat Indonesia,
khususnya pada strata masyarakat bawah yang selalu tidak dapat berbuat apa-apa
hanya demi kepentingan politik bagi para penguasa yang haus akan kekuasaan
otoriter dan bertindak diktator yang tidak tanggap dan mau mendengar aspirasi
masyarakat. Masyarakat merasa sudah jenuh dengan segala tekanan-tekanan
selama ini, dimana pada akhirnya harapan masyarakat ingin menikmati kehidupan
di alam demokrasi dengan semangat reformasi yang terlepas dari sifat kekuasaan

otoriter dari sang penguasa yang diktator dan yang tidak mau mendengar aspirasi
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masyarakat kecil, sehingga masyarakat menginginkan adanya perubahan yang
sesuai dengan semangat reformasi.

Dalam masa reformasi sekarang ini, dimana setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, polisi dihadapkan
oleh berbagai tantangan yang apabila penanganannya tidak profesional akan
menjadi bumerang bagi polisi itu sendiri dan dapat menimbulkan masalah baru.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Ke-empat, Bab X
tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28 yang berbunyi :

“Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

undang-undang”.?

Selain itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28e ayat (3)
yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat”. 3

Pengaturan unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di muka umum, disini diatur bentuk, tata cara
menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk

rasa.

2 pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 amandemen Ke-empat, Bab X
¥ Pasal 28e ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara R.l. Tahun 1945 amandemen Ke-empat, Bab X.



Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan
untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering
terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau
anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat
keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah
pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi
penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi
lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan
konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan.
Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-
merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya
dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.*

Tantangan yang dihadapi polisi dalam menangani aksi unjukrasa tersebut
menuntut adanya perubahan paradigma di tubuh kepolisian dari polisi sebagai
kekuatan para-militer dengan pola penegakan hukum yang represif dalam
menangani unjuk rasa mahasiswa menjadi polisi sipil dengan pendekatan
humanistik yang mengedepankan pola perlindungan, pengayoman maupun
pelayanan masyarakat.

Polisi sipil dikatakan sebagai “polisi dari rakyat untuk rakyat”. Kedekatan

dengan rakyat, menjadi ciri penting polisi sipil. Dimanapun di dunia, polisi
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digolongkan sebagai kekuatan para-militer. Ini membuatnya harus bekerja keras
untuk bisa keluar dari konfigurasi militer. Polisi sipil lebih diwakili oleh
“pelayanan” (service) daripada kekuatan (force). Banyak pikiran atau hal yang
harus menjalani dekonstruksi sebelum sampai kepada pelayanan, termasuk
melalui pendekatan humanistik. Polisi sipil adalah polisi masa depan. Konstalasi
tersebut berhubungan dengan kecenderungan sosial-politik Indonesia yang
menuju kepada demokrasi dan pembangunan civil society. (Satjipto Rahardjo,
2004).°

Sejalan dengan konsep polisi sipil tersebut maka fungsi polisi dalam
menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa sebaiknya dengan
pendekatan humanistik yang mengedepankan pola perlindungan dan pengawalan,
bukan melihat aksi unjuk rasa tersebut sebagai pengganggu ketertiban umum dan
perlawanan terhadap pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang sah
untuk pengamanan.

Masyarakat yang demokratis pada dasarnya membutuhkan polisi sipil
yang dalam menjalankan tugasnya mengedepankan pendekatan kemanusiaan
bukan represif. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban
(civilization) dan keadaban (civility). Pengertian sipil juga dibedakan secara
diametral dengan pengertian militer. Polisi sipil adalah polisi yang beradab dan
jauh dari karakteristik militer. Militer sebagai kekuatan bersenjata, didesain untuk
berperang (combatant) sementara kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak

terlibat perang (non-combatant). Fungsi kepolisian juga berbeda jauh dari fungsi

> Satjipto Rahardjo, 2004, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia, Kompas, Jakarta.



militer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian,
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat® (Pasal 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia). Sementara itu fungsi militer berkaitan dengan
pertahanan negara dari ancaman eksternal. Polisi sipil dapat dilihat dari
kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri
kepada masyarakat.

Guna mendukung fungsi dan peran negosiator kepolisian sebagai pihak
pengamanan dan pelayanan bagi aksi unjuk rasa, kepolisian harus mampu
mengakomodir berbagai macam kepentingan dari ke dua belah pihak tersebut
sehingga ke dua belah pihak merasa puas akan peranan dan fungsi yang
dimainkan oleh pihak kepolisian. Di dalam mendukung peranan dan fungsi
tersebut, diperlukan kemampuan negosiasi yang handal pada setiap anggota
kepolisian dalam mengawal setiap aksi unjuk rasa yang terjadi dilapangan.

Akan tetapi, negosiasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkadang
menemukan jalan buntu dan tidak mendapatkan titik temu antara pihak kepolisian
dengan para pendemo sehingga tidak jarang aksi unjuk rasa harus berujung pada
tindakan anarkis dari pihak pendemo karena mereka merasa tuntutannya tidak di

akomodir oleh pihak kepolisian.

® pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia



Salah satu penyebab ketidak puasan dari pihak pendemo akan
pengamanan dan pelayanan aksi unjuk rasa yang diberikan oleh pihak kepolisian
adalah ketidak mampuan pihak kepolisian dalam bernegosiasi dengan pihak
pendemo dan kurangnya kemampuan negosiasi yang dimiliki oleh anggota Polri
dilapangan sehingga hal ini akan mengakibatkan aksi unjuk rasa selalu berujung
pada aksi anarkis yang dilakukan oleh para pendemo.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis
merasa tertarik untuk membahas lebih lanjt dan menyusun ke dalam skripsi
dengan judul : “Peran Negosiator Dalam Penegakan Hukum Terhadap AKksi

Unjuk Rasa”.

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka
permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :
1. Bagaimanakah peran Negosiator dalam penegakan hukum terhadap aksi
unjuk rasa ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Negosiator dan bagaimana upaya
yang dilakukan Negosiator dalam penegakan hukum ierhadap aksi unjuk

rasa ?

C. Tujuan Penulisan
Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka

tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui peran Negosiator dalam penegakan hukum terhadap aksi
unjuk rasa;

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Negosiator dan
bagaimana upaya yang dilakukan Negosiator dalam penegakan hukum

terhadap aksi unjuk rasa.

D. Manfaat Penulisan
Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini
diharapkanmemberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah
didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi
di masyarakat..

b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih
lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang peran Negosiator
dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa.

c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang peran Negosiator dalam
penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu

bertambahnya pengetahuan tentang peran Negosiator dalam penegakan



hukum terhadap aksi unjuk rasa, serta untuk mendapatkan pengetahuan
lebih banyak lagi tentang Faktor-faktor yang menjadi kendala
Negosiator dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa serta
upaya yang dilakukan Negosiator untuk mengatasi kendala dalam
penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum
Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam
menjalankan aturan hukum dengan baik dalam Penegakan Hukum
terhadap peran Negosiator dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk
rasa.

c. Bagi Pemerintah
Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius dalam peran
Negosiator dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa.
Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah penegakan

hukum terhadap aksi unjuk rasa.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka
dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Negosiasi dan
Negosiator, Kewenangan Polisi dalam menangani unjuk rasa
menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia, pengertian unjuk rasa,
pengaturan unjuk rasa dalam peraturan perundang-undangan,
dan tinjauan tentang Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengendalian Massa.

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan

metode analisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penegakan hukum
terhadap aksi unjuk rasa, faktor-faktor yang menjadi kendala
Negosiator dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa,
serta opaya yang dilakukan Negosiator untuk mengatasi

kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa.

PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-



Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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